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Abstrak
 

Gerakan Reformasi 1998 mengawali terjadinya transisi demokrasi di Indonesia. Gerakan ini berhasil

mengakhiri kekuasaan rejim otoriter Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun di Indonesia. Sebagai

sebuah gerakan moral sekaligus gerakan politik yang melibatkan banyak aktor, Gerakan Reformasi 1998

berbasis pada kekuatan mahasiswa, kaum intelektual, aktivis NGO, aktivis civil society organizations

(CSOS), dan para elit yang berada di luar pernerintahan.

 

Majelis Amanat Rakyat (MARA) merupakan salah satu aliansi yang berbasis para aktor Gerakan Reformasi

yang beragam ini. MARA mcncerminkan sebuah aliansi civil society organizations (CSOS) yang muncul ke

permukaan sebagai suatu reaksi terhadap situasi menjelang jatuhnya kekuasaan Presiden Soeharto.

Keberhasilan MARA bersama elemen-elemen kaum reformis lainnya dalam melengserkan Presiden

Soeharto pada 21 Mei 1998 telah menandai berlangsungnya transisi dan rejim otoriter menuju era demokrasi

di Indonesia.

 

Meskipun peranan para individu tokoh reformasi sangat menonjol dalam MARA, namun sebagai sebuah

aliansi demokratik peranan MARA juga mencerminkan peranan organisasi-organisasi civil society di

Indonesia. Ini merupakan sesuatu yang khas Indonesia, dimana kekuatan civil society yang telah dilemahkan

oleh rejim Orde Baru, muncul ke permukaan dan bermanifestasi dalam peranan individual para tokoh

reformasi yang merupakan kalangan elit.

 

Kehadiran MARA memiliki arti penting dalam rangka mengkaji proses demokratisasi di Indonesia. Pada

dasarnya, proses demokratisasi di berbagai negara memiliki keunikan masing-masing karena terkait dengan

situasi obyektif di negara tersebut. Di Indonesia, proses demokratisasi yang dimainkan oleh kaum reformis,

seringkali memunculkan dimensi elitis. Hal ini untuk sebagian disebabkan karena linkage antara elit dan

massa tidak memiliki sarana yang memadai. Political Society di era Orde Baru pada dasarnya tidak

mencerminkan political society yang sesungguhnya, sehingga partai-partai politik gagal mengagregasikan

kepentingan massa dengan balk karena terkooptasi oleh state. Pada waktu bersamaan, kekuatan civil society

yang dilemahkan, telah mewariskan jaringan yang lemah, ketiadaan platform bersama, dan diliputi suasana

saling curiga. Situasi semacam ini telah mengakibatkan Gerakan Reformasi 1998 sebagian besar bergantung

kepada komitmen individual para tokoh reformis, selain desakan dari gerakan moral yang diusung

mahasiswa.

 

Transformasi MARA menjadi partai politik merupakan salah satu proses memperkuat infrastruktur

demokrasi di Indonesia pasca Soeharto. Proses transformasi ini merupakan fenomena yang unik karena

sebagai aliansi demokratik yang bersifat elitis, MARA justeru berusaha mencari kaitan yang kuat dengan
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massa, dengan jalan bemietamorfosis menjadi partai politik. Proses ini merupakan terobosan besar karena

MARA bertumpu pada platform pluralisme pada semua aspeknya.

 

Bagi studi tentang demokratisasi dalam kaitannya dengan Gerakan Reformasi 1998, transformasi dari

MARA menjadi Partai Amanat Nasional (PAN) juga memberi perjelasan tentang peranan aktor (agency)

dan tatanan (structure) dalam proses demokratisasi di Indonesia. Gerakan reformasi 1998, bagaimanapun,

lebih banyak digerakkan oleh kekuatan agency, melalui sepak terjang para tokoh reformasi. Pada sisi lain,

state yang menjadi tujuan utama untuk direformasi, menunjukkan resistensi yang kuat. Kekuatan status quo

mampu mengkonsolidasikan diri dengan mengandalkan struktur kekuatan state, meskipun harus mengikuti

mekanisme demokrasi berdasarkan agenda reformasi yang dirancang kaum reformis.

 

Salah satu titik terpenting dari transformasi MARA menjadi PAN adalah bahwa kekuatan reformasi telah

berhasil ?memaksa? state untuk melakukan proses demokratisasi secara internal. Hal ini rnengakibatkan

terjadinya demokratisasi ganda, karena demokmtisasi teijadi balk pada level society maupun state.

Transformasi MARA ke PAN juga memberi kesempatan kembali kepada kelas menengah Indonesia untuk

mengambil peranan lebih besar dalam proses memapankan demokrasi.

 

Tahap konsolidasi demokrasi yang telah dilalui dengau dua kali pemilu juga memberi pelajaran bahwa

kekuatan reformasi turul menentultan jalannya konsolidasi demokrasi. Meski partai-partai politik yang

dibentuk kaum reformis belum berhasil merebut suara mayotitas, namun kehadiran partai-partai itu turut

menetukan arah sekaligus menyumbangkan peranan signiikan terhadap konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Meski demikian, penelitian ini tetap merekomendasikan perlunya mengkaji secara mendalam mengapa

kekuatan demokrasi di Indonesia cenderung gagal dalam mengendalikan proses konsolidasi demokrasi.


